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PEMER!NTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PENIIIIIIKAN DAN KDBUIDAYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 27602

sIrRIr pERltrilJltril pEI}IBERrrlil BTUITUIIil

IGEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIIUI MENENGAH PERTAMA IDAK REGULER 2O2O)

Antara

PEHERI]ITAH IIAEEAH IOBUPATEII PE$SIR S|EI.ATA}I

dengan

IGPAI.A SEIfiII.AH SITSI 3 ITIIEAYAilE

Dtrilf, trLOIIf,SI IIHUSUS rISilI

: 35 /IV/SARPRAS/DAK.PSMP/SI'I'KIDPK.PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

m H ini lhmis tanggal Duabulan Aprittahun Dua nbu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di
Hrii:

Nomor

Tanggal

ffik untuk dan atas nama Pemerintah Repubtik Indonesia Cq. pemerintah Kabupaten pesisir Selatangrimrc disebut PIHAK pERTAfiA.

r- ]{nna

L Satan

t. Ah'nat

L llarna

L labatan

3. AEnat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

: YARPENDI,S.Pd

: Kepala UPT StrlPil 3 Lengayang

: fl. Koto Raya Lakitan

ffi &r atas nama jabatan tersebut diatas berdasarlen Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.
]!E}E@SDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut prHAK KEDUA.
m ?ETAltlA dan PrHAK KEDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
mfqa hal-hal sebagai berikut :

L Hnm undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kernudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
nqpm tanpa diskiminasi;



Nomor SPPB
Tanggal

: 3'fiV/SARPRAS/D AKP SMP/SWr,/DPK-P52020
: 02April2020

hal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidilen

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosial,

ernosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal'16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,

hrnerintah daerah dan masyarakaQ

Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

rtehkukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendldikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DA|Q;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

nenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

peMidikan;

1. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yang ditetaplon oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

e Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabili[asi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2O2O);

Eilt hi menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

tsan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

-ryat<yarat sepertidalam pasal--pasal di bawah ini :

bbFitnPembrionBotuot



NomorSPPB
Tanggal

: 3SIVISARPRAS/D AK-P SMPfitw,/oPK-P 52020
: A2AN2020

M"k*,llffilrrr5u"n

Einfran ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

llfi* mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

Efna deEan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasionat

ptddilon. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

ffir serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasa! 2

Lingkup Pekerjaan

krpnjiiln femberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

rEtydesailon pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPI{ 3 Lengayang yang

nelputi :

L. Pembangunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

L Janglo waku pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

rekening PIHAK KEDUA.

Z PTHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

Enbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

hndidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3 Haksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

2,J,20.

Pasal 4

Prinsip-Prinsi p pekerjaan

ftiritrffnsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L Haksanaan dikerjakan dengan melonisme swakelola,

L Ererapan a;as efeKifitas, efisiensi, transparansidan akunhbilitas,

3. kr$.fnaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

{. Optindfisal'ktnlitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

bFitWrlnBanawt



Namor SPPB
Tanggal

: j5/IV/SARPRAS/D AK.PSMP/stw/DpK-pSn020
: 02April2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L ilffipff,frflfi;
$ ltafrrlen dana dengan segera ke satuan pendiditcn penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rHfi Satmn Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

*baga0rnana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertarpgung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
l{$upaEn.

c) l{arberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan petaksanaan DAK Bidang

Erdilikan.

Q l€alcsanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

T. EllX TEDUA :

r! &rbn9gung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan ditingkat

. silnn pendidikan (Sekolah).

D) llrnbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

c) l{daporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK
PRTA]IIA.

d| llencatat dan melaporkan aset yang diperoleh

'ETAMA.

dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

Rftanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

r ?IllAl( IGDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
elEnai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L tlHAl( IGDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
&t Fetunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-undangan yang terloi!

c' ElAl( KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
tsFda PIHAK pERTAtrtA,

'L 
llllll( (EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

bDran kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,
c' rlDllX IGDUA waiib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

pehporan keuangan dari hasil pekerjaan,

L lou,r XEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terloit dengan
pchhsanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan fakur pajak sesuai dengan peraturan

F nfurg-undangan,

- 
t*sgu rernDerlsn Dtmancm



NornmSPPB
Tanggal

: 35/|V/SARPRAS/D AK.pSMp/SWVDpK_pSnm0
:02A?ri12020

+ Eqr xEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan prHAK pERTAMA yang
OEpldt dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L Ellx rEDl'A wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
tlggran 2020,

i' tlHAx IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
Md<an Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK pERTAlr{A,

Pasal 7
pengawasan dan pemerilsaan

e' En pengawasan/pemerikaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oteh tenaga
ffir yang merupakan unsur indMdu yang ahli dibidangnya,

L Euf PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Etsrtpn pelalaanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

L m( Fisik Bidang Pendldikan Tahun Anggaran 2a20 yang diberikan prHAK PERTAMA kepada prHAK
ruA sebesar Rp' 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai
Hart:
l} Fenrbangunan laboratorium komputer = Rp.325.000.000,-

e h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
ht2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

lQahrmn penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

n' Tnra r : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini
candatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,

e TJtap fr':45o/o (Empat puluh tima perseratus) dari keseluruhan dana swakelota apabila pekerjaan telahropai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
Felriaan,

I. Tdre Itr : 30o/o (Iiga puluh perseratus)

-npai bobot 650/o (enam puluh lima

bmalnn pekerjaan.

dari keseluruhan dana swakerora apabira pekerjaan terah
perceratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

Penbrian Bantuan



Nanor SPPB
Tanggal

: 3 5/IV/S A RP RAS/D AKP S MPfrNW P K-P S/2a0
:02A?ri12020

f pkyran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

hn Rdcening :

k Rekening : 0401.O210.06687-0

hm Eank : Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang

Pasal 1O

Fore Majeure

Fae Maieurc adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

tl5darkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sepefti bencana

&n, epidemi( peperanga n, pemogokan, sabotase, pemberontalon/kerusu han.

fFUh terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

EffAI{A secara teftulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

Iridinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Hasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimakud dalam ayat (2)

tr& PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

aHr menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

AFttab permohonan teftulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

fr*an perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L AFbila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

dgunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan percetujuan PIHAK PERTAMA,

L I(a sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

dsebrkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Peftanggungjawaban

L tDrAK KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelakanaan pekerjaan / kemajuan

peftriun kepada PIHAK PERTAMA.

L ?IllAX IGDUA wajib membuat dan menyerahlon kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

Egb kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

.hfu;a PembrianBantuan



NonmSPPB
Tanggal

: 35fi V/S ARPRAS/D AKp SMP/SWWPK-PS41\|
:02April2020

t" trynt pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
tEruryt selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

&riaan, dilampiriantara lain :

a) Berfta Acara Serah Terima,

b) ejai pertanggunqiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti
pengeluaran lainnya,

c) &rkti setoran pajalq

O Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

[t fptxta dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keter]ambatan atau terjadi penyimpangan dari
Letcqtu6n yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAITiA

sepihak dapat memutuska n/menghentikan pekerjaa n tersebut.

Z knr.rtusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib
mrpernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

hlenhmn perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

L-tn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Egd tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya
bnrErei cukup dan 2 (dua) rangkap tainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEDUA,

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran3 Lengayang

YARPENDI.S.Pd
t{ip. 19630605 198412 I 001

.\\\\\

fuqiu PeabrionBantuan


